BUPAT REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

a. bahwa mengeluarkan zakat merupakan kewajiban umat Islam
yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan
sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi
kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan
masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan
sosial, sehingga perlu adanya upaya pengeiolaan zakat secara
professional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh
masyarakat bersama Pemerintah Daerah, agar pelaksanaan
zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Pengelolaan Zakat.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor
56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Termasuk Kotapraja, Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2_004 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia '_I‘ahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844); ,
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12 Tahun 2011 tentang l"embentukanlik
Ind i undangan (Lembaran Negara Repub
area Tahun 201) Nomor 82, Tambahan Lembaran
6. U %
z:‘?;"gtuuﬂiang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Nomor “gn :;anb aﬁegara Republik Indonesia Tahun 2011
’ m -
Nomor 5258); an Lembaran Negara Republik Indonesia

v & )
g:ﬁ;:ran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Tah 4nya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9

un 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi

$:?ng‘Jk1l:u (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34,
g G anLembm:an Negara Nomor 2854 );
: eraturi'm Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201! Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D aten Rejang Lebong. .
e i KA ST, g Dun e

3 Penyelenggara pemerinta.han c:::;::lr;
; irlllpau adaglh c?l.l}:vat:;n ReéﬁgBélmja Daerah yang selanjutnya disebut AI?BD
adial:agnc:?,:iiuan@“ tahunan pemgﬁntahan daerah K&upaten Rejang
Lebong yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah upaten Rejang
Lebong ) il 5
¢ kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
| sz:g;l:rl:?n siaz:k gzja::d:fnhgumpﬁznv pendistribusian, dan pendayagunaan
ina

t. . ; oleh seorang muslim atau badan
: wajib dikeluarkan : p
5::}::; agla:ltﬁ hdaijl-::ri{(anang kef:ada yang berhok menerimanya sesqsl dengan

SYariat Islam.
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9.

a
b,

zakat Maal adalah bagian
" padan yang dimiliki oleh ge

10. sedekah adalah hartg atay

12. Mustahik adalah orang
13. Munfiq adalah orang atau badan an i
14. Mutashoddiq adalah oran yang mengeluarkan infak.

16, Lembaga Amil Zakat

17.Unit Pengumpul Zakat

v—-

[glum unlukhdiberikan ke
cat Fitrah adalah erimanya,

gﬁiluarkan Pada Bulan Ram. an makanan pol};ok atau nilainya yang
i yang ditanggunenue - T2dkan olen setiap orang Muslim bagi dirinya dan

e hari Srya yang memilik; kelebihan mak okok atau nilainya

untuk iieal:rl: ﬁada hari Rayy 1dy) Fitsi an p

Infak a arta yang dike) f .

zakat untuk kemasl aha%an :lcm‘:lar:lfan oleh seseorang atau badan usaha di luar

! nonhartg

badan usaha di luar zaka un yang dikeluarkan oleh seseorang atau

tuk g
11, Muzaki adalah seorang m,, - Kemaslahatan umum.

sli

menunaikan zakat, M atau badan usaha yang berkewajiban

Yang berhalc menerima zakat,

g

muslim atau bad imiliki muslim
yang mengeluarkan sedekah badan yang dimiliki oleh orang
15. Badan Amil Zakat Nasion

BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di
Kabupaten Rejang Lebong. )

yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang
dibentuk masyarakat

1tuk 1 yang memiliki tugas membantu pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Fen, _ yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan
organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk
membantu perigumpulan zakat,

18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
19. Hak Amil adalah bagi

an tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk
biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

20. Nisab adalah jumlah kekayaan minimal batas terkenanya wajib zakat.

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengelolaan zakat berasaskan :
a. syariat Islam;
b. amanah:
¢ kemanfaatan;
d. keadilan;
¢ kepastian hukum;
. terintegrasi; dan
& akuntabilitas.
Pasal 3

ptngelolaan zakat bertujuan:

» ¥ : i dalam pengelolaan zakat; dan
meni ktivitas dan efisiensi pelayanan : '
meniggllzzgzg °,::anfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
AN penanggulangan kemiskinan.



BAB 111
KELEMBAGAAN

Bagian Kesaty
BAZNAS Kabupaten
Pasal 4

palam rangka pelaksanaan
Kabupalelil.b

gAZNAS Kabupaten dibentuk olen Menteri i itunj tas usul
(2 Bupati selt(elgh mendapat pertimbangan BA;"V&:SPQIabat yang ditunjuk a
3 BAZNAS abupaten mclaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di daerah.

cetentuan lebih lanjut men : i
(4) Retentt : Benal organisasi dan tata kerja BAZNAS Kehupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Pengelolaan zakat di daerah dibentuk BAZNAS

Pasal 5

palam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk
ypz pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik

deerah dan perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat
Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan tempat lainnya.

Bagian Kedua
Lembaga Amil Zakat
Pasal 6

Untuk .men.\ba.ntu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 7

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada avat (1) hanya diberikan apabila memenuhi
persyaratan paling sedikit:
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang

pendidikan, dakwah, dan sosial;

berbentuk lembaga berbadan hukum;

mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;

memiliki pengawas syariat;

memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk

melaksanakan kegiatannya,

[ bersifat nirlaba; ) )

g memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahtergan umat;
dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 8

® a0 o

WZ  waii laksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
jib  melaporkan pelaksan ’ '

t" deyagin P t yang telah diaudit kepada BAZNAS Kabupaten secara

rkala,

Pasal 9

Kctenm 4 4 i aratan organisasi, mekanisme perizi

an lebih lanjut mengenai persy e perizinan,
“Mbentukan pcrwai’dlan, pelaporan, dan pert_anggunglawaban LAZ sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan pPasal 8, ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
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BAB [V
pgNGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan
Pasal 10

; Jiputi zakat mal dan zak
o zn:?;: rr::ll sebagaimana dim sLaney.
(2 Za emas, perak, dan logam ;kusl:l: 12?:: :{'at (1) meliputi;
uang dan surat berharga lainnya; e
perningaan: !
pcrtanian. perkebunan, dan kehutanan:
peternakan dan perikanan; '
pcrmmbangan;
. perindustrian;
p. pendapatan dan jasa; dan
i, rika.z;.1 i
7akat mal sebagaimana dimaksud pada ay imiliki
& olch muzaki perseorangan atau bad‘:\n 33?1:‘::.(2) gl TtapEas i
|4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan
sesuai dengan syariat Islam,
(5} Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal
dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan
peraturan Bupati.

oo ow

—

Pasal 11

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1), muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat
meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 12

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ
dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 13

(1) BAZNAS Kabupaten atau LLAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada

setiap muzaki. ;
() Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

pengurang penghasilan kena pajak.
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendistribusian
pasal 15

- Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

4

Lev®ue .
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e
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Y Smana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan
asarkan skala prioritas de rhatikan pn%::ip pemerataan, keadilan,

Bagian Ketiga
Pendayagunaan
Pasal 17

(1) Zakat dapat didayagunak

‘ an untuk y if 6 anganan
fakir miskin dan peninglk saha preduktif dalam rangka penang

atan kualitas umat,

2 pendayagunaan zakat untyl usaha

' . produktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. >

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
sebagaimana dimaksud pada avat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
Pasal 18

(1) Selain menerima zakat, BAZNA
infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang
diikrarkan oleh pemberi.

(3] Pengelolaan infak, sedekah, dan dan
dalam pembukuan tersendiri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian dan pendayagunaan infalk,

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur dalam Peraturan Bupati.

S Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima

a sosial keagamaan lainnya harus dicatat

Pelaporan
Pasal 19

(1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS
Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala,

(2 LAz wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,
sedekah, dan dana sosia! keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan
Pemerintah Daerah secara berkala.

3] Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melaluij

media cetak
atau media elektronilk.

. % Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ, diatur

dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 20

() Dalam BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimalk
melaksanakan tugasnya, ; sud
o dalam Pasal 5 dibiayai dengan APBD dan Hak Amil.

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten
dapat dibiayai dengan APBN.
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Pasal 2

' BAB V]
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

1) Bupati melaksanakan embi
i Kabupaten dan LAZ sesuaip naan dan pengawasan terhadap BAZNAS

2) Pembinaan sebagai d'de:kgan kewenangannya.

> mana dim. sud pad P z N4 2 ap X
! dan edukasi. pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi,
[ Ketenttian, “obih | Mnjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap
BAZNAS Kabupaten dan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dalam Peraturan Bupati,

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

(I} Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap
BAZNAS Kabupaten dan LAZ,
{2} Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan
sedekah melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
{3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah
yaag dilakukan oleh BAZNAS Kabupgter_i dan I:.AZ; dan
b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan
zakat, inta)- dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ,

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

{1) Pe) aran Kketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal
lgzr;g% (1) P':s::;a;i Ba I;yat (2) dan ayat (3), serta Pasal 19 ayat (2) dikenai o
administratif berupa: sank:
a. peringatan tertulis; o _
. penghentian sementara dari kegiatan;

c. i i od e - . . - »
(2) KCt::&C::Ii:)?h 1z11:n jut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud

ti.
Pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupa

dan/atau




BAB 1x
LARANGAN

Pasal 2¢

.ap orang dilarang melakukan t;
gian O = o2l tindakan memjjiy; .

pjual, dan/atau mengalihkan memiliki, menjaminkan, menghibahkan,
::,gmnam\ lainnya yang ada dalag, 20 infak, sedekah, dan/atau dana sosial

; dilar :
Seu:gm(::r&i. Pcncal\giig\e:;ig:: :te: Ba)a bertindak selaku amil zakat melakukan
perwenang. ' Y pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 28

(1} Pejabat Pegawai Negeri Sipi'] tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wenang khusus sebagzi Penyidik unnyk melakukan penyidikan tindak
pidal?a., sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
vang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3} Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana;

€. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

idana, A

e. Fnela_kukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bulfu pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
i i tersebut; e

: ::laéhr:ir:ltl;ug:nttcuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

. ::;(;l’?l; f&?.,agzhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlg.ngsu'ng dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang (lhb?;va' .

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pxd anac,’. ik ,

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

_ tersangka atau saksfic;ﬁkan‘ daiifatai

_:;. gzgilf;;nkﬂ g:ﬁ:xn m‘n’ya“ g perlu untul kelan:;caran p:nyidlkan tindak
pidana sesuai dengan ketentuan Pera‘“m“lpem:m;l;i't:ﬁuinaiagim lai

¥ Penyidikc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberiiahukan din Uition

Penyidiican acn menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penun den

melZJui ?;;n idik pejabat Polisi Negara Repu:hr n': A‘f::;'ar;i d::!:m engan

ketentuan ygng diatur dalam Undang-Undang Huiu '
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BAB X1
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29
iap orang yan :
::l:iF:ilribusian z);kagt s::L:;giagen se:g:_,a melawan hukum tidak melakukan
njara dan/atau pidana dend gan ketentuan Pasal 15, dipidana dengan pidana

: a se : :
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentanbgag?n?:;;?a:;aé:;agalam Pasal 39 Undang-

Pasal 30

getiap orang yang dengan sengaju dan 1
i i nelawan hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 26 dipidana dengan pidana penjara dan/atau

pidana denda sebagaimana diatur d .
Tahun 2011 tentang Pengelolaan ZaJcatélam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melan

; i ggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan
dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 32

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 merupakan
kejahatan.
[2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

BAZNAS Kabupaten, LAZ dan UPZ yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten, LAZ dan
UPZ sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIlII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

ran Daerah ini, semua ketentuan produk hukum
pengelolaan zakat, infak dan sedekah dinyatakan
an atau belum diganti berdasarkan

s“da saat berlakunya Peratu
aerah yang berkaitan dengan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentang
Peraturan Daerah ini.

pasal 35
Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan a1
(Batu) gahul:, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.




Pasal 36
peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

, setiap orang mengetahuinya,
oacrah ini dengan Penempatannys g
|ebons:

memerintahkan pengundangan Peraturan
alam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 20 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,
otd

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 90

—

91



PENJELASAN
PERATURAN DAmRag 1 TAS

KABUPA' G
NOMOR = TEN REJANG LEBCN

TENTANG
PENGELOLAAN zaxar

| PENJELASAN UMUM

Negara mgnjamin' kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
apu It masxrixg-masmg dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kopt;l‘cﬁ':;r;r:lyas;u ' l"en; naian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam
o Sual dengan syariat s at rupakan pranata
keagamaan yang b Y slam, Zakat merup p

ertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan
masyarakat, dan Penanggulangan kemiskina.ng.

Hasil pengumpulan zakat mery akan sumber d otensial yang
dapat dimanfaatkan pakan sumber dana yang p y

agi  kesejahteraan masyarakat terutama untuk
mcr}gentas!(an masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan
sosial, sehingga perlu adanya upaya pengelolaan zakat di Kabupaten Rejang
Lebong secara professional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh
masyarakat bersama Pemerintah Daerah, agar pelaksanaan zakat lebih herhasil
guna dan berdaya guna

Dalam rangka mencapai terwujudnya pengelolaan yang sesuai dengan
harapan, maka diperlukan suatu bimbingan dan pembinaan terhadap lembaga
pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Lembaga Amil Zakat
dan Unit Pengumpul Zakat. Pemerintah Dacrah melaksanakannya secara
bertahap, berencana dan terpadu, sehingga lembaga pengelola tersebut dapat
menjalankan kegiatannya secara terarah dengan mengedepankan sifat amanah,

asas kemanfaatan, upaya sinergik agar mencapai hasil kesejahteraan umat
vang menyeluruh.

Untuk memenuhi maksud tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah,
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas,
derigan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zak:f\t 'deml .mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Re.ial'lg Leboug

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas
Hurg;:g dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus
dapat dipercaya.
Hurufc « faatan” adalah lol
; den asas “kemaniaa pengelolaan zakat
Xg:lfuixan:‘ak::&k mgear:bcrikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
mustahik.
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Hurufd ) Kkat
Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan
dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
Huruf e
Yang dimaksud dcnga.n asas ‘“kepastian hukum” adalah dm
pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mus
dan muzaki,
Huruf { t
Yang dimaksud dengan zsas “terintegrasi” adalah pengelolaan gaka
dilaksanakan  secara hierarkis dalam upaya menin Hoer
: pe;'ngumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Huruf g
Yang Jimaksud dengan asas "akuntabilitas” adalah pengelolaan zalat
dapat dipertanggungjawabkan dan diakses olel) masyarakat.
pasal 3
Cukup jelas
pasal 4
Cukup jelas
pasal 5
Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf
Cukup jelas
Hurufg
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Yang dimaksud dengan “rikaz" adalab harta temuan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yan
dimiliki umat Islam yang mclipungeb%d&n usaha yang tidak berbadag
hukum seperti firma dan yang berbadan hukum se erti
terbatas. ’ M
Ayat (4)
Cukup jelas
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Ayat (5)
Cukup jelas
sal 11
o Cukup jelas
pasal 12
Cukup jelas
Pasa_l 13
Cukup jelas
pasal 14
Cukup jelas
pasal 15
Cukup jelas
pasal 16
Cukup jelas
Pas.al 17
Ayat (1) ‘
Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu

meningkatkan  pendapatan taraf  hidu PraE et i
masyarakat. Yang dimaksud de: hidup, > w

p engan “peningkatan kualitas umat”
adalah peningkatan sumber daya manusia
Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang,
perumahan, pendidikan, dan kesehatan,
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasa] 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasa| 33

Cukup jelas
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pasal 34
Cukup jelas
Cukup jelas

pasal 36
Cukup jelas
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